
viii 
 

 

 

ANALISA PERBANDINGAN PENGUATAN FUNGSI 

LEGISLASI LEMBAGA PERWAKILAN MAJELIS NASIONAL 

REPUBLIK PRANCIS DAN DPD RI 

 

Mochamad Naufal Aripin 

 

Abstrak 

Republik Indonesia dan Republik Prancis memiliki kesamaan dalam hal 

menjalankan sistem pemerintahan dengan pembagian sistem kekuasaan demi 

terciptanya keselarasan selanjutnya bentuk  kesatuan adalah hal fundamental kedua 

negara. Dalam struktur pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan merupakan 

unsur yang penting untuk merespon realitas sosial pembentukan lembaga 

perwakilan haruslah sesuai dengan tugas, fungsi serta kewenangannya untuk 

mewujudkan pemerintahan yang baik dan menghindari terjadinya kesewenangan 

kekuasaan, metode perbandingan  dua lembaga legislatif yaitu antara Dewan 

Perwakilan Daerah dan Majelis Nasional Republik Prancis dengan tujuan mencari 

tahu kelebihan dan manfaat kamar kedua negara Prancis yang kemudian dapat 

menjadi usulan kepada Dewan Perwakilan Daerah, Teori parlemen bikameral 

Monstesquieu menjadi asas akan fungsi majelis tinggi dan majelis rendah lembaga 

legislatif dalam hal legislasi dan urgensinya yang menghasilkan utilitarianisme 

kebijakan undang-undang dengan aspek Hak Asasi Manusia masyarakat daerah 

yang adil dan beradab serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dengan 

bijaksana, fungsi  Dewan Perwakilan Daerah banyak tereduksi melalui undang-

undang khusus UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD 

(MD3) maupun melalui putusan Mahkamah Konstitusi sebanyak dua kali dengan 

putusan No. 92/ PUU-X/2012 dan putusan No. 79/PUU-XII/2014. Salah satu fungsi 

kelebihan yang dimiliki Majelis Nasional Republik Prancis adalah dapat 

merumuskan dan menetapkan undang-undang. 
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Abstract 

The Republic of Indonesia and The French Republic have in common in terms of 

running a system of government with the distribution of power systems for the sake 

of creating further harmony, the form of unity is fundamental to the two countries. 

In the structure of democratic government, representative institutions are an 

important element to respond to the social reality of the formation of representative 

institutions must be in accordance with the duties, functions and authorities to 

realize good governance and avoid the abuse of power, method of comparison of 

the two legislative institutions between the Dewan Perwakilan Daerah and the 

National Assembly of the French Republic with the aim of finding out the 

advantages and benefits of the second chambers of France which could then be 

proposed to the Dewan Perwakilan Daerah. Monstesquieu's bicameral 

parliamentary theory becomes the principle of the function of the upper house and 

the lower house of the legislative institutions in terms of legislation and its urgency, 

which results will make the utilitarianism of the legal policies with aspects of human 

rights that are just with civilized and populist regions led wisely by wisdom. The 

functions of the Dewan Perwakilan Daerah have been greatly reduced through the 

special law that is Art Number 17 Year 2014 about MPR, DPR, DPD, and DPRD 

(MD3) and through the verdict of the Constitutional Court twice with  No. 92 / 

PUU-X / 2012 and resolution No. 79 / PUU-XII / 2014. One of the excess functions 

of the National Assembly of the French Republic is to be able to formulate and 

establish laws. 
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